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ETIKA 
JURNALISME

Seperangkat norma atau kaidah jurnalisme yang 
bertanggung-jawab yang menentukan apa yang harus

dilakukan oleh wartawan dan organisasi pemberitaan dalam
menjalankan perannya bagi masyarakat (Ward, 2009 : 295)



PENDEKATAN 
ETIKA 
JURNALISME
Stephen J.A Ward

Empat Pendekatan Etika Jurnalisme

 TEORI LIBERAL Pers Independen, fungsi watch dog

 TEORI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN OBYEKTIVITAS  tidak
hanya bebas tetapi pertanggungjawaban atas kebenaran dan
independen

 TEORI TAFSIR DAN AKTIVISME  pemberi informasi, penafsir dan
fungsi advokasi

 TEORI KOMUNITAS DAN KEPEDULIAN mencipta ruang dialog, 
interpretif bersama warga negara untuk tujuan transformasi



KODE ETIK 
JURNALIS 
INTERNASIONAL
DEKLARASI IFJ

PRINSIP-PRINSIP PERILAKU WARTAWAN

 Tugas utama wartawan adalah menghormati kebenaran serta hak publik
akan kebenaran.

 Untuk itu, dalam melaksanakan tugas utamanya, wartawan harus berpegang
teguh pada prinsip-prinsip kebebasan dalam mengumpulkan dan
mempublikasikan berita dengan jujur dan wartawan mempunyai hak untuk
memperoleh komentar serta kritik yang adil.

 Wartawan harus melaporkan kejadian yang hanya berkaitan dengan fakta-
fakta yang ia ketahui sumbernya. Wartawan tidak diperkenankan menahan
atau menyembunyikan informasi yang penting atau memalsukan dokumen.

 Wartawan hendaknya menggunakan cara-cara yang sesuai ketika mencari
berita, foto, atau dokumen)

 Wartawan hendaknya melakukan upaya maksimal untuk memperbaiki atau
meralat informasi yang tidak akurat yang terlanjur telah dipublikasikan. 

 Wartawan hendaknya menjaga kerahasiaan profesional mengenai sumber
informasi yang diperoleh dengan penuh keyakinan.



KODE ETIK 
JURNALIS 
INTERNASIONAL
DEKLARASI IFJ

PRINSIP-PRINSIP PERILAKU WARTAWAN

 Wartawan harus selalu waspada akan adanya bahaya diskriminasi yang 
dilakukan oleh media, dan berusaha semaksimal mungkin untuk
menghindari berbagai tindakan diskriminasi yang didasarkan atas ras, 
jenis kelamin, orientasi seksual, bahasa, agama, pendapat politik atau
pendapat lainnya, serta asal mula sosial dan kebangsaan. 

 Wartawan harus menganggap berbagai tindakan berikut sebagai bentuk
pelanggaran seperti :

 Plagiat atau penjiplakan.
 Kesalahan penulisan atau pemberitaan yang disengaja,
 Fitnah atau pencemaran nama baik atau tuduhan yang tidak

memiliki dasar yang kuat.
 Menerima suap dalam berbagai bentuk dengan tujuan

mempertimbangan suatu berita atau untuk menyembunyikan
fakta.

 Predikat wartawan hanya disematkan kepada mereka yang berpegang
teguh pada prinsip-prinsip di atas ketika menjalankan tugasnya sebagai
wartawan.



KODE ETIK 
JURNALIS 
INDONESIA

 7 Agustus 1999, Dewan Pers mengesahkan Kode Etik 
Wartawan Indonesia atau KEWI serta ditandatangani oleh 
24 organisasi wartawan yang ada di Indonesia.

 14 Maret 2006, Kode Etik Wartawan Indonesia mengalami 
revisi dan berganti nama menjadi Kode Etik Jurnalistik 
yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Pers 
Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik dan 
ditandatangani oleh 26 organisasi wartawan.
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PASAL 1

Wartawan Indonesia bersikap independen, 
menghasilkan berita yang akurat, berimbang, 
dan tidak beritikad buruk. 

Penafsiran:

a. Independen berarti memberitakan
peristiwa atau fakta sesuai dengan suara
hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, 
dan intervensi dari pihak lain termasuk
pemilik perusahaan pers.

b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai
keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.

c. Berimbang berarti semua pihak mendapat
kesempatan setara.

d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat
secara sengaja dan semata-mata untuk
menimbulkan kerugian pihak lain.



Pasal 2

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang 
profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Penafsiran Cara-cara yang profesional adalah:

a. menunjukkan identitas diri kepada narasumber;

b. menghormati hak privasi;

c. tidak menyuap;

d. menghasilkan berita yang faktual dan jelas
sumbernya;

e. rekayasa pengambilan dan pemuatan atau
penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi
dengan keterangan tentang sumber dan
ditampilkan secara berimbang;

f. menghormati pengalaman traumatik
narasumber dalam penyajian gambar, foto, 
suara;

g. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan
hasil liputan wartawan lain sebagai karya
sendiri;

h. penggunaan cara-cara tertentu dapat
dipertimbangkan untuk peliputan berita
investigasi bagi kepentingan publik.



Pasal 3

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara
berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, 
serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Penafsiran

a. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang
kebenaran informasi itu.

b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan
kepada masing-masing pihak secara proporsional.

c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal 
ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang 
berupa interpretasi wartawan atas fakta

d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi
seseorang.



Pasal 4

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Penafsiran

a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan
sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. 

b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan
niat buruk

c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan

d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, 
suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu
birahi.

e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan
waktu pengambilan gambar dan suara.



Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan
identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan
identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Penafsiran

a. Identitas adalah semua data dan informasi yang 
menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain 
untuk melacak.

b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan
belum menikah.



Pasal 6

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak
menerima suap.

Penafsiran

a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang 
mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang 
diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi
pengetahuan umum.

b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda
atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi
independensi.



Pasal 7

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk
melindungi narasumber yang tidak bersedia
diketahui identitas maupun keberadaannya, 
menghargai ketentuan embargo, informasi latar
belakang, dan off the record sesuai dengan
kesepakatan.

Penafsiran

a. Hak tolak adalak hak untuk tidak
mengungkapkan identitas dan keberadaan
narasumber demi keamanan narasumber dan
keluarganya.

b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau
penyiaran berita sesuai dengan permintaan
narasumber.

c. Informasi latar belakang adalah segala informasi
atau data dari narasumber yang disiarkan atau
diberitakan tanpa menyebutkan
narasumbernya.

d. Off the record adalah segala informasi atau data 
dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau
diberitakan.



Pasal 8

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita
berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas
dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan
bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, 
sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Penafsiran

a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai
sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.

b. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.



Pasal 9

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang
kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Penafsiran

a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri
dan berhati-hati.

b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang
dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan
publik.



Pasal 10

Wartawan Indonesia segera
mencabut, meralat, dan
memperbaiki berita yang keliru
dan tidak akurat disertai dengan
permintaan maaf kepada
pembaca, pendengar, dan atau
pemirsa.

Penafsiran

a. Segera berarti tindakan dalam
waktu secepat mungkin, baik
karena ada maupun tidak ada
teguran dari pihak luar.

b. Permintaan maaf
disampaikan apabila
kesalahan terkait dengan
substansi pokok.



Pasal 11

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara
proporsional.

Penafsiran

a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk
memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan
berupa fakta yang merugikan nama baiknya.

b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan
informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun
tentang orang lain. 

c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu
diperbaiki.



MOU DEWAN 
PERS

 MOU POLRI
 Penanganan sengketa Pers berpsengketa pemberitaan

terpusat pada Dewan Pers

 Penanganan pelaporan ke Polisi perlu berkoordinasi dengan
Dewan Pers

 MOU KEJAGUNG
Penuntutan perlu didampingi ahli pers yang ditunjuk Dewan Pers

 SE MA
Kewajiban menghadirkan ahli pers yang ditunjuk Dewan Pers



PELANGGARAN
KEJ OLEH 
SURAT KABAR



PELANGGARAN
KEJ OLEH 
STASIUN 
RADIO & TV



PEDOMAN 
PEMBERITAAN
MEDIA SIBER

RUANG LINGKUP

 Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana
internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi
persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang 
ditetapkan Dewan Pers.

 Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang 
dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, 
artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan
yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar
pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.



PEDOMAN 
PEMBERITAAN
MEDIA SIBER

VERIFIKASI & KEBERIMBANGAN BERITA

a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.

b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita
yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.

c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:
1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat
mendesak;
2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan
identitasnya, kredibel dan kompeten;
3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya
dan atau tidak dapat diwawancarai;
4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut
masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu
secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di 
dalam kurung dan menggunakan huruf miring.

d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan
upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi
dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita
yang belum terverifikasi.



PEDOMAN 
PEMBERITAAN
MEDIA SIBER

ISI BUATAN PENGGUNA (USER GENERATED CONTENT)

a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan
mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan
dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan
Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.

b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan
registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih
dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan
Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.

c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna
memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang 
dipublikasikan:
1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;
2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan
kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan
(SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;
3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis
kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang 
lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.



PEDOMAN 
PEMBERITAAN
MEDIA SIBER

ISI BUATAN PENGGUNA (USER GENERATED CONTENT)

d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau
menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir
(c).

e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan
Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). 
Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan
mudah dapat diakses pengguna.

f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan
tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan
melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara
proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan
diterima.

g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), 
dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang 
ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada
butir (c).

h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang 
dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas
waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).



PEDOMAN 
PEMBERITAAN
MEDIA SIBER

RALAT, KOREKSI DAN HAK JAWAB

a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik
Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.

b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, 
dikoreksi atau yang diberi hak jawab.

c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu
pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.

d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:
1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang 
dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah
otoritas teknisnya;
2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan
oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;
3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak
melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik
dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua
akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.

e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak
jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp500.000.000 
(Lima ratus juta rupiah).



PEDOMAN 
PEMBERITAAN
MEDIA SIBER

PENCABUTAN BERITA

a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak
dapat dicabut karena alasan
penyensoran dari pihak luar redaksi, 
kecuali terkait masalah SARA, 
kesusilaan, masa depan anak, 
pengalaman traumatik korban atau
berdasarkan pertimbangan khusus lain 
yang ditetapkan Dewan Pers.

b. Media siber lain wajib mengikuti
pencabutan kutipan berita dari media 
asal yang telah dicabut.

c. Pencabutan berita wajib disertai
dengan alasan pencabutan dan
diumumkan kepada publik.



PEDOMAN 
PEMBERITAAN
MEDIA SIBER

IKLAN

a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan
iklan.

b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar
wajib mencantumkan keterangan ”advertorial”, ”iklan”, ”ads”, 
”sponsored”, atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi
tersebut adalah iklan.



PEDOMAN 
PEMBERITAAN
MEDIA SIBER

PENCANTUMAN PEDOMAN

Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di 
medianya secara terang dan jelas.

HAK CIPTA

Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SENGKETA

Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman
Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.



PELANGGARAN
KEJ OLEH 
MEDIA 
ONLINE
(Komisi Pengaduan
Masyarakat dan
Penegakan Etika
Dewan Pers)

Enam jenis pelanggaran kode etik
jurnalistik yang dilakukan oleh
media siber yang diadukan ke
Dewan Pers. 

1. Media siber tidak menguji
informasi atau melakukan
konfirmasi

2. Berita tidak akurat

3. Mencampurkan fakta dan
opini yang menghakimi

4. Tidak berimbang

5. Tidak menyembunyikan
identitas korban kejahatan
susila (tiga kasus)

6. Tidak jelas narasumbernya





KASUS MEME 
TIRTO.ID

 Begini kalimat utuhnya: "Kami juga 
mengajak kita semua untuk melawan dan 
memerangi hoaks. Karena hoaks merusak 
tatanan bangsa Indonesia. Melawan dan 
memerangi fitnah, seperti kalau Jokowi 
terpilih kementerian agama dibubarkan, 
kementerian agama dilarang, azan 
dilarang, zina dilegalisir. Saya bersumpah 
demi Allah, selama hidup saya akan saya 
lawan upaya-upaya untuk melakukan itu 
semua.

Namun karena pernyataan sebelum dan 
setelahnya dipotong, dan yang dikutip 
hanya soal zina bisa dilegalisir, maka 
konteks klarifikasi yang sedang dilakukan 
Ma'ruf menjadi raib. Bukan hanya itu, 
penggalan kalimat "zina [bisa] dilegalisir" 
yang dihadirkan secara visual dalam bentuk 
meme bahkan seolah-olah menjadi 
pernyataan Ma'ruf Amin.



DELIK PERS

 Suatu pernyataan pikiran yang dapat dipidanakan. Ditujukan kepada 
publik dan dilakukan dengan pers.

 Dalam tulisan yang bersifat pidana  lima orang yang dinilai tersangkut 
:

 Redaktur

 Penulis

 Penerbit

 Pencetak

 Pengedar

 Redaktur  turut mengubah (Werstuk), tidak mengubah (Pleger)

 Syarat pidana redaktur tahu tulisan dan sadar sebagai pidana

 Pertanggungjawaban air terjun (model Belgia) Single liability, hanya 
penulis (1 orang) yang dapat dipertanggungjawabkan pidana delik pers.

 Model pertanggungjawaban lain Director of publication (Perancis) 
dan Responsible Editor (Eropa Tengah)



TUGAS 4

Artikel ilmiah dengan tema ‘Konflik-konflik (sengketa) terkait
pemberitaan.’

Format Luaran

 Diketik dan dicetak

 Pedoman umum artikel ilmiah, pendahuluan, isi, kesimpulan
(tanpa ada sub judul, cukup definisi per paragraf)

 Minimal 500 kata, spasi single, Calibri, 11pt, margin normal, A4

 Format identitas: Nama_NIM_Kelas diletakan di sebelah kanan
atas sebagai header

 Wajib mencantumkan minimal 2 referensi artikel ilmiah lain, 
format sitasi Oxford

 Dilarang blogspot

 Plagiasi, nilai 0
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